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NAMA SOP : Fasilitas Sengketa Informasi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan

4 Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

5 Peraturan Komisi | nformasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7 Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

8 Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016
tentang Layanan Informasi Publik

2.Petugas Pelaksana penanganan sengketa informasi publik harus memiliki latar
belakang pendidikan yang relevan, pemahaman hukum, keterampilan komunikasi dan
administrasi, kemampuan mediasi, integritas tinggi, serta pelatihan khusus di bidang

KETERKAITAN

PERALATAN/KELENGKAPAN

wn e e

SOP Permintaan Informasi Publik

SOP Pelayanan Permohonan Informasi dokumenasi publik
SOP Keberatan Informasi Publik

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik

SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

2. Meja Layanan

3. Komputer/Scanner/Internet/Printer
4. Telepon/Fax

5. ATK




PERINGATAN

PENYIMPANAN DATA

Apabila SOP penanganan sengketa informasi publik tidak berjalan, dapat mengakibatkan
sanksi administratif, kerugian reputasi, tuntutan hukum, pemborosan sumber daya, dan
dampak negatif pada lingkungan sekolah.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Prosedur Operasional Standar (POS) Kegiatan Fasilitas Sangketa Informasi

PEMOHON PPID ATASAN KOMISI Waktu
No. Prosedur INFORMASI | PELAKSANA | PPID | INFORMASI KELENGKAPAN Pelaksanaan OupPUT
Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan
tertulis kepada Atasan PPID dalam 30 hari kerja Kelengkapan administrasi untuk
L . . Berkas permohonan
setelah menerima jawaban atau alasan penolakan, permohonan sengketa informasi ) .
. Lo . - . . . |sengketa informasi
1 |dan jika masih tidak puas, dapat mengajukan publik ditentukan oleh Komisi 14 Hari Jam Kerja ; .
. . . . . . . publik kepada Komisi
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Informasi sesuai dengan peraturan Informasi
dalam 14 hari kerja setelah menerima tanggapan perundang-undangan yang berlaku.
atau penolakan. l
Komisi Informasi memeriksa kelengkapan Surat
persyaratfm dan m-eregllstra5|kan permohor?an Surat pemberitahuan/ undangan - pemberltah.uan/
sengketa informasi publik serta menyampaikan . . . . Pada Haridan |undangan sidang
2 . . sidang sengketa informasi publik . ) .
pemberitahuan tertulis/undangan kepada . . .. . Jam Kerja sengketa informasi
. ) . dari Komisi Informasi i ) o
Atasan/PPID terkait adanya sengketa informasi publik dari Komisi
publik Informasi
Atasan PPID membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Tanggapan tertulis
Informasi untuk menyelesaikan sengketa . dari atasan PPID
. o Surat pemberitahuan/ undangan . L .
informasi, di mana PPID dan PPID Pelaksana . . . . Pada Hari dan |perihal informasi
3 sidang sengketa informasi publik . .
bertugas mengumpulkan bahan keberatan dan . .. . Jam Kerja yang disengketakan,
L . dari Komisi Informasi )
surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian Bahan dan materi
sengketa informasi publik. serta Surat kuasa
Tim fasilitasi sengketa informasi dipimpin oleh Tanggapan tertulis dari
PPID dan terdiri dari anggota PPID Pelaksana yan atasan PPID perihal
. &8 . yang . . P Pada Hari dan |Surat Tugas dan
4 [relevan, pejabat yang bertanggung jawab dalam informasi yang

bidang hukum, serta pejabat fungsional yang
diperlukan sesuai kebutuhan.

disengketakan, Bahan dan Jam Kerja

materi serta Surat kuasa

/atau surat kuasa




Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi
dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri
oleh PPID/PPID Pelaksana bersama dengan tim
yang ada di surat kuasa

Surat Tugas dan /atau surat
kuasa

Pada Hari dan
Jam Kerja

Putusan Komisi Informasi atas
Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan
proses penanganan sengketa informasi kepada
atasan PPID

Putusan Komisi Informasi
atas Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Pada Hari dan
Jam Kerja

Laporan Hasil
Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik




